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BUPATI SUKOHARJO


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR   7  TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :	a. 	bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;  

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Empat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 150);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.274.311.857.000,00 bertambah sejumlah Rp.191.470.234.000,00 sehingga menjadi Rp.1.465.782.091.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan		
a.	Semula	Rp.	1.217.966.187.000,00
b.  Bertambah/(berkurang)	Rp.    	124.024.611.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.341.990.798.000,00

2. Belanja		
a.	Semula	Rp.	1.274.311.857.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	191.470.234.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.465.782.091.000,00(-)


Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp.	123.791.293.000,00)

3.  Pembiayaan 
a.  Penerimaan      
1)	Semula	Rp.	63.503.223.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.846.623.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  	Rp.	134.349.846.000,00

b.	Pengeluaran     
1)	Semula	Rp.	7.157.553.000,00
2)	Bertambah/(berkurang) 	Rp.	3.401.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.558.553.000,00(-)


Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	123.791.293.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 	0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah  sejumlah
1)	Semula	Rp.	 154.067.833.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	16.395.345.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	170.463.178.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah
1)	Semula	Rp.	 851.119.255.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	(Rp.	2.779.109.000,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	848.340.146.000,00



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 
1)	Semula	Rp.	 212.779.099.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	110.408.375.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	323.187.474.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah 
1)	Semula	Rp.	79.205.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	6.355.750.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	85.560.750.000,00

b. Retribusi Daerah 
1)	Semula	Rp.	 23.828.792.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang) 	Rp.	515.344.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	24.344.136.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 
1)	Semula	Rp.	5.262.991.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.711.038.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan 	Rp.	7.974.029.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                             
1)	Semula	Rp.	 45.711.050.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)  	Rp.	6.813.213.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	52.584.263.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                        
1)	Semula	Rp.	34.531.675.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	(Rp.	2.779.109.000,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 	Rp.	31.752.566.000,00

b. Dana Alokasi Umum 
1)	Semula	Rp.	763.462.900.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan 	Rp.	763.462.900.000,00

c. Dana Alokasi Khusus 
1)	Semula	Rp.	53.124.680.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	53.124.680.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah 
1)	Semula	Rp.	1.388.130.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan 	Rp.	1.388.130.000,00

b. Dana Darurat 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat  Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
1)	Semula	Rp.	 61.023.605.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.948.153.000,00
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	74.971.758.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1)	Semula	Rp.	121.525.711.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	66.210.222.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	187.735.933.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya  
1)	Semula	Rp.	 28.841.653.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	30.250.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	59.091.653.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung 
1)	Semula	Rp.	844.042.406.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	100.625.289.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	944.667.695.000,00

b. Belanja Langsung 
1)	Semula	Rp.	 430.269.451.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	90.844.945.000,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan 	Rp.	521.114.396.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai 
1)	Semula	Rp.	734.833.036.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	66.590.570.000.,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	801.423.606.000,00

b. Belanja Bunga 
1)	Semula	Rp.	 35.858.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	35.858.000,00     

c. Belanja Subsidi 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah 
1)	Semula	Rp.	48.180.802.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	11.272.048.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	59.452.850.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial 
1)	Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	6.425.614.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan 	Rp.	16.425.614.000,00


f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil 
kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
1)	Semula	Rp.	44.961.096.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)      	Rp.	8.910.519.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Setelah Perubahan  	Rp.	53.871.615.000,00

h. Belanja Tidak Terduga 
1)	Semula	Rp.	6.031.614.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	7.426.538.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan 	Rp.	13.458.152.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai 
1)	Semula	Rp.	72.360.203.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.167.045.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	77.527.248.000,00

b. Belanja Barang dan jasa 
1)	Semula	Rp.	155.350.687.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp.	28.592.223.000,00
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan         	Rp.	183.942.910.000,00

c. Belanja Modal 
1)	Semula	Rp.	202.558.561.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang) 	Rp.	57.085.677.000,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	259.644.238.000,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan 
1)	Semula	Rp.	63.503.223.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.846.623.000,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	134.349.846.000,00 
b. Pengeluaran 
1)	Semula	Rp.	7.157.553.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.401.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 	Rp.	10.558.553.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA Tahun Anggaran 
1)	Semula	Rp.	63.503.223.000,00               
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.846.623.000,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	134.349.846.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan 	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan 	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan 	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan 	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang daerah 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00 
Jumlah Penerimaan Piutang  daerah Setelah Perubahan 	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang) 	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan 	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                          
1)	Semula	Rp.	7.065.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.401.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.466.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang 
1)	Semula                           	Rp.	92.553.000,00
2)	Bertambah/(berkurang) 	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan 	Rp.	92.553.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah 
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. Lampiran I 	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II 	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan  Organisasi SKPD;
3. Lampiran III 	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV 	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI 	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII 	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

	Ditetapkan di Sukoharjo
	pada tanggal 12 Oktober 2013
			                     BUPATI SUKOHARJO,
		         

			                         WARDOYO WIJAYA
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